BUPATI TORAJA UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TORAJA UTARA

NOMOR  32/1/2023

TENTANG

PELIMPAHAN KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Menimbang

Mengingat

KEPADA PEJABAT PERANGKAT DAERAH

BUPATI TORAJA UTARA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan angka 5
huruf A BAB I Lampiran Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, maka Kepala
Daerah selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan
Keuangan Daerah melimpahkan sebagian atau
seluruh kekuasaan pengelolaan Keuangan Daerah
kepada Pejabat Perangkat Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, maka Pelimpahan
Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kepada
Pejabat Perangkat Daerah perlu ditetapkan dengan
Keputusan Bupati.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas
dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19
Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6409);




. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi
Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi
Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi
Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022
tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
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8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan  Keuangan dan  Kinerja Instansi
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4614);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010
tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165);

10.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

11.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan
atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 63);

12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77
Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 1781);

13.Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor S
Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara
Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Toraja Utara Nomor 92);

14.Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 6
Tahun 2020 tentang Pembentukan Dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Toraja Utara Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara
Nomor 116);

15.Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 4
Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara
Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Toraja Utara Nomor 121);




Memperhatikan

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

16.Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 8
Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun
Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten
Toraja Utara Tahun 2022 Nomor 8);

17.Peraturan Bupati Toraja  Utara Nomor 36
Tahun 2022 tentang  Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Toraja Utara Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2022 Nomor 36).

Surat Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Toraja Utara Nomor 900.970/BKAD/1044
/X11/2022, tanggal 30 Desember 2022 perihal
Pelimpahan Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN:

: Melimpahkan Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah

Kepada Pejabat Perangkat Daerah.
Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU
terdiri atas:
a. Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan
Keuangan Daerah; dan
b. Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah
(SKPKD) selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daergh
(PPKD).
Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA
bertugas sebagai berikut -
a. Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan
Keuangan Daerah mempunyai tugas:
1. koordinasi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. koordinasi dj bidang pPeényusunan rancangan
APBD, rancangan perubahan APBD, dan
rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan
APBD;
3. koordinasi penyiapan pedoman pelaksanaan
APBD;
4. memberikan persetujuan Pengesahan DPA-SKPD:;
S. koordinasi pelaksanaan tugas lainnya di bidang
pengelolaan keuangan daerah sesuai ketentuan
Peraturan Perundang—undangan;
6. memimpin Tim Anggaran Pemerintah Daerah



KEEMPAT

KELIMA

(TAPD); dan

7. melaksanakan tugas coordinator Pengelolaan
Keuangan Daerah lainnya sesuai dengan
ketentuan Peraturan Perundang - undangan

b. Kepala SKPKD selaku PPKD mempunyai tugas dan
wewenang;:

1. menyusun dan melaksanakan kebijakan
pengelolaan keuangan daerah;

2. menyusun rancangan Peraturan Daerah (Perda)
tentang APBD, rancangan Perda tentang
perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang
perubahan APBD , dan rancangan Perda tentang
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;

3. melaksanakan pemungutan pendapatan daerah
yvang telah diatur dalam Perda;

4. melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah
(BUD); dan

5. melaksanakan tugas SKPKD selaku PPKD lainnya
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Toraja Utara.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,

dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata
terdapat kekeliruan di dalamnya maka akan diadakan

perbaikan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di Rantepao

pada tanggal & Jantian 023
BUPATI TORAJA UTARA,

OHANIS BASSANG




